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ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Pemeriksaan Permohonan Praperadilan
Atas Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi” bertujuan untuk
menganalisa mekanisme pengajuan alat bukti lanjutan pada penambahan objek
praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan status Tersangka di dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-X11/2014 yang belum dapat diimplementasikan
secara baik, terutama pada kasus tipikor yang merupakan extraordinary crime.

Pada perkembangannya terjadi perbedaan aturan antara PERMA
No. 4/2016 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017. Aturan
pada Putusan MK mengenai pengajuan alat bukti lanjutan dapat menggunakan alat
bukti lama hanya berupa saran dari Hakim, dengan kata lain tidak terdapat
pertimbangan materiil dari Hakim. Berdasarkan hasil pembahasan dapat
disimpulkan bahwa penambahan objek pada Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 21/PUU-XII/2014 secara implementatif perlu diperhatikan adanya
pertimbangan-pertimbangan khusus dalam penetapan Tersangka, terutama pada
beban pembuktian, mengingat tidak adanya aturan teknis beracara di praperadilan.
Hal demikian dikarenakan, ternyata secara implementatif terdapat dualisme pola
aturan, sehingga secara tidak langsung akan membingungkan para Aparat Penegak
Hukum dalam implementasinya. Kedua, dalam hal timbulnya dualisme aturan yang
disebabkan atas ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 42/PUU-XV/2017. Pada implementasinya Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 42/PUU-XV/2017 tidak berkesesuaian dengan beberapa asas-asas yang ada di
dalam Hukum Acara Pidana dan asas-asas di praperadilan.

Kata kunci: praperadilan, tipikor, penetapan Tersangka, alat bukti lanjutan.
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